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Menimbang : a.

BUPATI TAPIN,

bahwa dalam rangka untuk menyempurnakan
dan menyesuaikan Sasaran dan Indikator Kinerja
Pemerintah pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013-
2Ol7 sesuai dengan Tata Cara Perencanaan yang
berkesesuaian dengan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, maka dipandang
perlu untuk melakukan Perubahan Sasaran dan
Indikator Kineda Pemerintah dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Tapin Nomor 21 Tahun 2Ol3
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2Ol3-
20t7;

bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 284 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tatrun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
PenSrusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah,
dalam hal pelaksanaan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah tedadi perubahan

""p.i"r, sasaran tahunan tetapi tidak merubah
target sasararr akhir pembangunan jangka
panjang dan menengah, penetapan Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huraf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang
Perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja
Pemerintah pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2Ol3-
2or7; p W

b.

C.
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong (I,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756l,;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan
I"embaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5,
Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungf awab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2OO4 Nornor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
aaool;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4 Nomor 1O4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aa2\;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah R.rsat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tatrun 2OO7 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2OO5'2O25 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aTool;

3.

4.

5.

6.
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10.

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OtI tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 52341;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244,
Tambahan [embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56791;

Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peratural Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a578);

Peraturan Pemerintatr Nomor 79 Tahun 2OOS
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 'Tambahan
L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
a6Lal;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a6631;

t 1.

t2.
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
2L, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 48171;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2Ol4
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi
Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2Ol5-2O 19 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 2 1 Tahun 20 1 1 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
29 Tahun 2OlO tentang Pedoman Pen5rusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah ;

Peratrrran Menteri Da1am Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara PenSrusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hulorm
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Perattrran Daerah Kabupaten
Tapin Nomor 09 Tahun 2OLS tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tapin Nomor 05 Tahun 2OO8 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Keda
Perangkat Daerah KabuPaten TaPin;

t7.
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Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01
Tahun 2Ot2 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Tapin;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12
Tahun 2OL2 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02
Talrun 2Ol3 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus
Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten
Tapin;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor O3
Talrun 2Ol3 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tapin;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2Ol3 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun
2005 - 2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 21
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2Ol3 - 2Ol7;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2OL4 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Kantor l,ayanan Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Tapin;

25.

26.

27.

28.

29.

30.

MEMUTUSI(AN :

Menetapkan : PERATIIRAI| BITPATI TAPIN TENTAITG
PERUBAHAN SASARAT{ DAN INDII(ATOR KINER^IA
PEMDRINTAIIPADARENCAIIAPTUBAIIGUI|AN
JAIIGKA}IEITENGAHDAERAIIKABUPATENTAPIN
TAITITN 2013-20t7.

BAB I
I(ETENTUAIT T'}IUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah KabuPaten TaPin.
ryE
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2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.

Bupati adalah Bupati Tapin.

Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Ralcyat Daeratr Kabupaten
Tapin, yang merupaka.n Lembaga Perwakilan Ralryat Daerah
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tapin, yang merupakan unsur
pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yaurrg menjadi Kewenangan Daerah.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan
masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang
dimiliki untuk peningkatan kesejatrteraan masyarakat yang
nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja,
lapangan usaha, akses terhadap pengambilan kebijakan,
berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan
manusia.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses
Pen5rusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan
berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam sr'latu
lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalatr Dokumen Perencanaan
Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang
selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, yang
*"r,rpaka.r penjabaran dari visi, misi dan program Kepala
Daerah dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan
Rencana eembangunan Jangka Menengah Nasional'

Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

3.
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Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat
Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah atau Renja SKPD, adalah Dokumen
Perencanaan SKPD unt,uk periode 1 (satu) tahun.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaaan yang
diinginkan pada akhir periode perencana€rn.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah
Daerah untuk mencapai tujuan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau
masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah
untuk mencapai sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah,

18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu prograrn.

BAB II
MAKSUD DAIT TUJUAN

Pasal 2

Maksud Perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja Pemerintah
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017 adalah untuk
menyempurnakan dan menyesuaikan Sasaran dan Indikator
Kinerja Pemerintah sesuai dengan Tata Cara Perencanaan yang
berkesesuaian dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Daerah.

T\rjuan Perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja Pemerintah
pada Rencana Pembangunan Jangka Menenga}l Daeratr
kabupaten Tapin Tahun 2OL3-2O17 adalah untuk menjabarkart
Sasaran dan Indikator Kinerja Pemerintah yaflg tepat sasaran

dan terukur sehingga menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggafals., pelaksanaan dan

pengawasan.

13.

14.

15.

16.
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BAB III
RUANG LINGKT'P

' Pasaf 3

Ruang Lingkup Perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2Ol3 - 2017 dilakukan pada BAB V. PENYAJIAN VISI, MISI,
TUJUAN DAN SASARAN, dan BAB VIII. INDIKASI RENCANA
PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 2L
Tahun 20 13 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 - 2017 pada BAB VIII Tabel
VIII.I Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB TV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 1 0 Jur:i 20'16

,* [,Y",[bN
Ou. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal i 0 i r-r:i ?Oi 5

,ARIS DATRAII KABUPATEN TAPII{,

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2OL6 NOMOR 1 4


